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PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a.

bahwa wuntuk pelaksanaaan manajemen kepegawaian
yang didukung dengan data informasi kepegawaian yang
akurat, berkualitas, dan tepat waktu berbasis teknologi
informasi terintegrasi, perlu mengembangkan sistem
informasi manajemen kepegawaian;

bahwa guna meningkatkan pengintegrasian data dan
informasi kepegawaian, sistem informasi, dan sumber
daya manusia dalam rangka pengelolaan sistem
informasi manajemen kepegawaian di Lingkungan
Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,
perlu mengatur sistem informasi manajemen
kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan
Pengawas Pemilihan Umum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5898);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang
Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-
undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
63);

7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang
Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,
Sekretariat ~ Panitia  Pengawas Pemilihan  Umum
Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2
Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan
Sekretariat  Panitia  Pengawas  Pemilihan  Umum
Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 187);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya
disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara
Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi
penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Manajemen Kepegawaian adalah keseluruhan upaya

untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan derajat
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profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan
kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan,
pengadaaan, pengembangan kualitas, penempatan,
promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian.
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Badan
Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut
SIMPEG Bawaslu adalah sistem berbasis komputer yang
menghasilkan, menyimpan, mengelola, mengirim,
dan/atau menerima data dan informasi kepegawaian
secara online yang akurat, berkualitas, dan tepat waktu
sebagai upaya pelaksanaan Manajemen Kepegawaian.
Data adalah keterangan yang benar dan nyata yang
dapat memberikan gambaran tentang keadaan tertentu.
Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan
tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik
Data, fakta maupun penjelasannya yang disajikan dalam
berbagai bentuk dan  format sesuai dengan

perkembangan teknologi informasi.

6. Pegawai Bawaslu adalah pegawai negeri sipil dan pegawai

10.

Bawaslu dengan perjanjian kerja yang bekerja di
Lingkungan  Sekretariat Jenderal Bawaslu dan
Sekretariat Bawaslu Provinsi.

Pejabat Pembina SIMPEG Bawaslu adalah pejabat eselon
II yang menangani urusan kepegawaian pada Sekretariat
Jenderal Bawaslu.

Pejabat Pengelola Kepegawaian adalah pejabat eselon III
yang menangani urusan kepegawaian pada Sekretariat
Jenderal Bawaslu.

Pejabat Pengelola SIMPEG Bawaslu adalah pejabat eselon
IV di Sekretariat Jenderal yang mempunyai tugas
melaksanakan  pengelolaan Data dan Informasi
kepegawaian.

Administrator Aplikasi SIMPEG Bawaslu adalah
pelaksana yang ditunjuk untuk mengelola, memelihara
dan bertanggung jawab atas pengelolaan dan

pemeliharaan SIMPEG Bawaslu.
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11. Operator Aplikasi SIMPEG Bawaslu adalah pelaksana
yang ditunjuk membantu Pejabat Pengelola SIMPEG
Bawaslu dan Pejabat Pengelola Kepegawaian dalam

pengelolaan SIMPEG Bawaslu.

Pasal 2
Peraturan Badan ini dimaksudkan sebagai pedoman dan
acuan bagi seluruh unit kerja di Lingkungan Sekretariat
Jenderal Bawaslu dalam pengelolaan Data kepegawaian yang

berstatus pegawai negeri sipil.

Pasal 3
Sasaran Peraturan Badan ini yaitu untuk tercapainya
kelancaran administrasi kepegawaian, khususnya dalam
rangka penyajian Data kepegawaian di Lingkungan
Sekretariat Jenderal Bawaslu, sehingga dapat mendukung

tugas pimpinan dalam pengambilan keputusan.

BAB II
DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN

Pasal 4
(1) Data kepegawaian meliputi Data kepegawaian sejak
pegawai diangkat menjadi pegawai negeri sipil, hingga
pensiun atau diberhentikan/mengundurkan diri sebagai
pegawai negeri sipil.
(2) Data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:

a. nama pegawai;

b. nomor induk pegawai;

c. nomor kartu pegawai;

d. gelar;

e. tempat dan tanggal lahir;
f.  alamat pegawai;

g. jenis kelamin;

h. status perkawinan;

[

riwayat keluarga;



